SALINAN

PUTUSAN
Nomor <NO.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.
» g % 1 »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili  perkara-perkara tertentu pada tingkat

banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai-Gugat antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan
Konsultan Pajak, alamat Kota Bekasi, semula disebut
sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang

disebut sebagai Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bandung, semula disebut
sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang
disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan

berhubungan dengan perkara banding ini;
DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 5 September
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:
|. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;
Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
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2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughro Tergugat Konvensi (Pembanding)
terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding);
[I. Dalam Rekonvensi
1. Menolak gugatan penggugat Rekonvensi;
2. Menyataakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka
4 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);
lll. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima

puluhribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat
pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriah, pada hari dan
tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut
Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari:Senin, tanggal
19 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan
Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut
Terbanding pada hari Jum’at, tanggal 23 September 2022 sebagaimana
Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh = Jurusita
Pengadilan Agama Soreang, tanggal 23 September 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari
Selasa, tanggal 16 September 2022 sebagaimana Surat Tanda Terima
Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang
Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 20 September 2022 yang pada
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinkat Banding untuk memberikan

dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bukti Surat Keterangan domisili Terbanding di
Sukamukti dibuat tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
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Bab IV, bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 15, sehingga harus diabaikan

dan tidak dipertimbangkan dalam Putusan;

2. Menyatakan bahwa Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan
Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor yang merupakan
bagian yangtidak terpisahkan dengan Putusan Gugatan Cerai
Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor telah bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta persidangan;

3. Membatalkan dan mencabut Putusan Gugatan Cerai Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor, karena telah  bertentangan  dengan

peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta persidangan;

4. Menyatakan bahwa Surat Gugatan Cerai yang diajukan Terbanding tidak
dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan formal, yaitu
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Pasal 20 ayat (1), Pasal .22 ayat (1) dan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Paragraf
3 Pasal 73 ayat (2), yaitu seharusnya Surat Gugatan Cerai diajukan di
Pengadilan Agama Bekasi dan Surat Gugatan Cerai juga berisi

nama dan alamat Pemohon Banding yang salah;

5. Mengganti nama dan alamat Pemohon Banding dalam
produk Putusan berikutnya dengan nama dan alamat yang sesuai

dengan Kartu Keluarga yaitu Saksi, beralamat di Kota Bekasi;

Bahwa Memori Banding  tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada hari Jum’at, tanggal 23 September 2022 sebagaimana
Relaas Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat

oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang, tanggal 23 September 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah pula
mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 10 Oktober 2022
sebagaimana Surat Tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal
10 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim



Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

¢ Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

e Menguatkan putusan Pengadilan = Agama  Soreang Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 5 September 2022;

e Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding semula
Tergugat.

Bahwa kontra memori banding-tersebut telah diberitahukan kepada
Pembanding pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sebagaimana Relaas
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan ‘Agama Bekasi, tanggal 13 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan
berkas perkara (inzage) pada hari Kamis, tertanggal 6 Oktober 2022 dan
Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage)
sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomar <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor.
tanggal 10 Oktober 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas
perkara banding (inzage) pada hari Jum’at, tanggal 30 September 2022 dan
Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage)
sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor. <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor
tanggal 10 Oktober 2022;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor
W10-A/3446/HK.05/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang menerangkan
bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Soreang Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 5 September 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriah yang dimohonkan banding pada
tanggal 19 September 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama
Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A25/6980/HK.05/X/2022
tanggal 18 Oktober 2022 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor
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<No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 31 Oktober 2022 yang tembusannya
disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama
berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal
6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang “Nomor 50 Tahun 2009,
Pembanding mempunyai legal standing untuk. mengajukan permohonan

banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus
oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 5 September 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriah, dengan dihadiri oleh kedua
belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh
Pembanding pada tanggal 19 September 2022, dengan demikian
permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding,
yaitu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding
a quo secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex
factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk
kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung
yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan
mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha
untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil,
demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator
Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH., M.H. namun tidak berhasil, oleh karena itu
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Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal
39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses
penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis “Hakim Tingkat Banding
membaca dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara
Sidang, salinan ~putusan Pengadilan Agama = Soreang Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 5 September 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriah, memori banding serta kontra memori
banding termasuk pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai
telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan seluruh fakta
kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dan telah pula
mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan
serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat
Banding memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa ~ Pembanding  dalam_ -~ memori bandingnya
mengajukan keberatan atas Putusan Sela Pengadilan Agama Soreang Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 13 Juli 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 13 Dzulhijah 1443 Hijriah, yang intinya menolak eksepsi
Pembanding dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagi berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan bahwa Pengadilan
Agama Soreang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena
Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin
Pembanding;
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Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Terbanding sebagaimana
berita acara sidang halaman 25, bahwa Terbanding tidak meninggalkan
kediaman bersama dari Bekasi tanpa izin, melainkan Pembanding sendiri
yang menghantarkan Terbanding ke rumah orang tuanya di Desa Sukamukti,
Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pada bulan Juni 2020 dan sejak
itu Pembanding tidak pernah datang untuk mengajak kembali dan tinggal
bersama di Bekasi;

Menimbang, bahwa jika kepergian Terbanding ke Kabupaten Bandung
dalam waktu yang cukup lama, yaitu sejak bulan Juni. 2020 sampai
diajukannya surat gugatan ini, yaitu 30 Mei 2022 kurang lebih 2 tahun,
Pembanding © tidak pernah menjenguk Terbanding apalagi mengajak
Terbanding untuk kembali ke Bekasi, maka berarti Pembanding sudah tidak
mempermasalahkan domisili Terbanding;

Menimbang, bahwa ~Pembanding dalam memori bandingnya
mengajukan keberatan tentang alamat Terbanding, namun Pembanding telah
datang di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi atas alamat
tersebut, karena itu Pembanding dianggap setuju dan membenarkan atas
alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama @ telah
mempertimbangkan dan mengadili eksepsi tersebut dengan tepat dan benar
dan menyatakan menolak eksepsi Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim
Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama karena sudah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, karena itu diambil alih  menjadi pendapat dan
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu keberatan
Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak
mengajukan keberatan dalam pokok perkara, namun demikian Majelis Hakim
Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dan menambah
pertimbangan sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa Terbanding dalam mengajukan gugatan cerai
kepada Pembanding didasarkan kepada alasan bahwa sejak bulan Oktober
2014 rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Pembanding
kurang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga, Pembanding hanya
memberi nafkah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Itupun
pemberiannya tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan
Pembanding diketahui memiliki sifat tempramental serta Pembanding
diketahui seringkali‘berbohong;

Menimbang, atas surat gugatan tersebut, Pembanding pada pokoknya
telah mengakui dan membenarkan bahwa sejak awal tahun 2015
sebagaimana jawaban Pembanding dalam berita acara sidang halaman 18,
bahwa antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan cukup lama yang penyebabnya justeru
Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama BN, dihubungkan
dengan keterangan saksi dari Terbanding, yaitu SAKSI | dan SAKSI Il dan
keterangan 2 (dua) saksi tersebut saling bersesuaian bahwa terbukti antara
Terbanding dan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang puncaknya keduanya berpisah rumah sejak
2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding adalah termasuk pihak
keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka
keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga
dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut ' sekaligus telah
memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri
dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain
mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual
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cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling
ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi
dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah
tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga
Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Terbanding
melakukan perselingkuhan dengan pihak ketiga bernama BN yang puncaknya
terjadi pada tahun 2020, keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang
yang akibatnya ada fakta berkenaan dengan akibat hukum (rechts gevolg)
dimana antara- Pembanding dan Terbanding telah berpisah  kediaman
bersama, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam
satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak
lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya
Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga telah
terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali dan
terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh
Mediator, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan
sulit rukun kembali dengan Pembanding, malah terbukti Terbanding tetap
kukuh untuk-bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah
sekedar perjanjian biasa antara suami'isteri-untuk hidup bersama, akan tetapi
perkawinan itu adalah ‘miitsaaqon ghaliidzon”, yaitu suatu perjanjian suci
sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya
diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau
Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses
pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah
(broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga
yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah
pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena
antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis
Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi serta antara
Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak tahun 2020
dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta
yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat
terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan
Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
174 K/IAG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar tidaknya alasan yang didalilkan
kedua belah pihak dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara
Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding
berkesimpulan bahwa:

a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang
dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri dalam perkara
ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta. mencintai, "hormat
menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal
33 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini
sudah tidak terwujud;

c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 2 (dua)
tahun yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak melaksanakan hak dan

kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan
Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung
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abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat
kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah
tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara
keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai
suami isteri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang
mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan
rumah tangga telah  terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, semua usaha perdamaian yang  dilakukan tidak berhasil
menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus diartikan bahwa hati
keduanya telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang jo. Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu
adalah ~suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan
kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan
Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan
lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik
dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab
Asy-Syifa’ yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fighus Sunnah Juz II
halaman 208 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat
Banding yang berbunyi:

B ) dea il sl awn ¥ sy IS e dld iy Wi, Lo Jue 80 ) 05 o iy
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Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup
sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan
mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika

tabi’at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika
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dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru
akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan
dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan
saksi-saksi Terbanding, yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah
memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu
bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori
bandingnya adalah pengulangan dari jawaban dan dupliknya yang telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis
Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan satu-persatu keberatan
Pembanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247
K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa
“Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang
termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu
persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama”. Pertimbangan-
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusanini sekaligus

merupakan jawaban dari memori banding;

Menimbang, bahwa selaindan selebihnya sepanjang tidak
dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat
ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 447 yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang

berbunyi:
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Artinya: “Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim
telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh
hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak
dipertimbangkan lain oleh Majelis - Hakim Tingkat Banding dapat

dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan
Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal
5 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriah

patut untuk dikuatkan;
Dalam Rekonvensi
Dalam Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak
mengajukan keberatan dalam gugatan rekonvensi Terbanding, namun
demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi
dan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum jawabannya
mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap 3 (tiga) orang anak yang
bernama anak, lahir tanggal 30 Agustus 2004, anak lahir tanggal
11 Agustus 2007 anak lahirtanggal 11 Februari 2011 disebabkan Terbanding
mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya yang saat ini
tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepada
Pembanding untuk. membuka akses bagi Terbanding untuk bertemu,
berjumpa, berhubungan dan berkomunikasi -dengan anak-anaknya atau
sebaliknya, karena apabila Terbanding tidak memberi kesempatan kepada
Pembanding untuk berjumpa dan bertemu untuk mencurahkan kasih
sayangnya kepada anak-anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi
Pembanding untuk diajukan gugatan hak asuh/hadhanah (vide SEMA Nomor
1 Tahun 2017);
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Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dengan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama tentang hak hadhonah (pemeliharaan anak) dan
Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan
benar, karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim
Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama, karena itu harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Banding;
Dalam Tuntuntan Sumpah

Menimbang, bahwa Pembanding tidak “keberatan dengan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama tentang Pembanding yang meminta kepada
Terbanding untuk bersumpah dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena itu tidak perlu
dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat
dengan' pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu harus
dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bhidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan. Agama biaya yang pada tingkat banding dibebankan kepada

Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

l. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima,;

. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama  Soreang  Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 5 September 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriah yang dimohonkan
banding;
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lll.  Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini
pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 3 November
2022 Masehi, bertepatan dengan' tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah,
oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis serta
Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor
298/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 31 Oktober 2022, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis 'tersebut dengan didampingi- para Hakim Anggota dan dibantu
Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
Pembanding atau kuasanya dan Terbanding atau kuasanya;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp~ 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.
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